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Curhat Ke K?misi N
H 1P NAA _P’,ersoalkan
Izin Pertambangan

KOMISLI VII DPR menerima
lkeluhan dan aspirasi terkait
pencabutan dan pemb
pencabutan TUP (Izin usaha
penambangan) dari Him-
punan Pengusaha Muda Indo-
nesia (HIPMI). Mereka ada-
nya Kepastian Hukum untuk
IUP yvang terkena pencabutan

atalan

dalam rentang waktu 2020-

P00

Sekjen Badan Pengurus
Pusat HIPMI Angga wira
mengungkapkan, tidak semua
yvang tcerkena péncabutan TUP
dikarenalkan tidak urussRK.AB
(Rencana Kerja dan Anggaran
Belanja). Dengan kata lain,
untuk 1TUP vang dicabuty ti=
dak ada kcjelasan bagaimana
memproses untuk mengajulkan
keberatan atau meminta pem-
batalan.

Oleh karenanya, ia berharap
agar mckanisme dan prosedur
pemulihan pencabutan 1IuUp

(izin usaha pertambangan)

harus dipcrjelas di dalam per-
aturan, baik Perpres, PP, atau-
pun Perppu. Untuk TUP-1UP
vang tidak memenuhi syarat
pemulihan, harusnya segera
dicabut permanen. Karena
hal itu tidak berkontribusi ter-
hadap perekonomian nasional.
Sehingga dapat diredistribusi
kepada pengusaha nasional
lainnya.

“Termasuk perlu segera
disusun dan disosialisasikan

peraturan mengenai redistri-
busi ITUP yang tclah dicabut
permancr kepada_ pengusaha
nasional. Diutamakan peng-
usaha muda nasional yang
memiliki komitmen untuk
berproduksi, memenuhi target
DMO, hilirisasi industri SDA,
dan membuka lapangan pecker-
jaan baru.” ujar Angga Wira.
Terkait hal tersebut, Politisi
dari Fraksi Partai WNasDem “ini
mencgaskan, akan menam-
pung seluruh aspirasi yang
disampaikan oleh HIPMI.
Tidak hanvya ita, pihaknya akan
menindaklanjuti aspirasi yang
disampaikan oleh HIITPMI ke-
padastakeholder terkait yang
merupalkan mitra kerjanya di
Komisi VII DPR.
Dalam kesempatan itu ada
sejumlah aspirasi yang di-
sampaikan oleh HIPMI. Salah
satunya terkait harapannya
agar RUU EBET (energi baru
dan energi terbaru) dan RU u
Migas (Minyalk dan Gas)
segera diselesaikan.

“Komisi VII DPR mendu-

kung permintaan HIPMI untuk
mempercepat disclesaikannya
RUU EBET dan RUU Migas.
Pasalnya, kedua RUU tersebut
sangat berguna sebagai payung
hukum kepastian berusaha
varng aman dan terarah bagi
sektor Energi dan Migas.,”
ujar Ketua Komisi V11 Sugeng
Suparwoto. = KAL
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